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TENTANG

PETUNJUK OPERASI PENERBANGAN PADA AREA DAN BANDAR UDARA
YANG DIKATEGORIKAN SPESIAL (SPECIAL AREAS AND AIRPORTYS)

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

a.

1.

bahwa dalam Peraturan Keselamatan Bagian Sipil Bagian
121 dan Bagian 135 telah mengatur ketentuan mengenai
operasi penerbangan pada area dan bandar udara yang
dikategorikan spesial (special areas and airport);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Operasi
Penerbangan pada Area dan Bandar Udara Yang
Dikategorikan Spesial (Special Areas And Airports);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun
2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi
Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan
Komuter dan Charter sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh
atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18
Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi
dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga
untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1099);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun
2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121)
tentang Persyaratan — Persyaratan Sertifikasi dan Operasi
bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan
Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan
Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating
Requirements: Domestic, Flag and Supplemental Air
Carriers) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 512) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun
2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121)
tentang Persyaratan — Persyaratan Sertifikasi dan Operasi
bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan
Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan
Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating
Requirements: Domestic, Flag and Supplemental Air
Carriers) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1097);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi
Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan
Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG PETUNJUK OPERASI PENERBANGAN
PADA AREA DAN BANDAR UDARA  YANG
DIKATEGORIKAN SPESIAL (SPECIAL AREAS AND
AIRPORTS).

Setiap pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC)
yang akan beroperasi pada area dan bandar udara yang
dikategorikan spesial (special areas and airports) harus
melakukan mitigasi risiko operasional dan memberikan
kualifikasi khusus untuk area dan bandar udara yang
dikategorikan spesial.

Kriteria area dan bandar udara yang dikategorikan spesial
(special areas and airports) sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA mencakup antara lain:

a. obstacle (kondisi medan, pegunungan atau
transportasi bergerak);

single entry approach;

visual approach airport; dan

limited operational due to runway dimension, surface,
elevation and gradient.

R Ll



KETIGA

KEEMPAT

Mitigasi risiko operasional sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA antara lain:

a.

pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC)
dan penerbang harus mengetahui resiko dan
mengidentifikasi ancaman dan mendiskusikan
langkah-langkah untuk mengurangi resiko dan
kesalahan yang dilakukan oleh crew yang akan
membantu dalam operasional penerbangan dalam
keadaan normal, abnormal dan darurat;

mereviu kembali jenis operasi yang termuat dalam
otorisasi, kondisi dan limitasi (authorization,
condition, and limitation) telah diberikan pada ACL
paragraf Al, A30, C64, dan C70 untuk memastikan
telah sesuai dengan kegiatan operasionalnya;
melaksanakan identifikasi risiko keselamatan
operasional dan mendokumentasikannya ke dalam
operation manual;

mereviu kembali maintenance program untuk pesawat
udara yang dioperasikan pada area dan bandar udara
yang dikategorikan spesial (special areas and
airports); dan

memastikan kondisi cuaca terkini dan operasional
pelayanan lalu lintas penerbangan

Identifikasi risiko keselamatan operasional sebagaimana
dimaksud pada diktum KETIGA huruf c dilakukan dengan
mempertimbangkan hal-hal antara lain:

a.

kategorisasi area - dan bandar wudara yang

dikategorikan spesial (special areas and airports):

1) prosedur khusus untuk penerbangan pada area
dan bandara spesial (antara lain: visual, missed
approach, & local procedures guidances);

2) prosedur transisi dari IFR ke VFR atau

sebaliknya;
3) limitasi operasional (antara lain: Dberat
maksimum = pesawat, kategori pemadam

kebakaran & salvage); dan

4) informasi kekesatan landasan (braking action).

training program dan kualifikasi pilot:

1) recency & experiences; dan

2)  route qualification.

operation and dispatch:

1) performa pesawat udara (berat pesawat, jarak
landasan yang dibutuhkan dan tersedia,
pengaturan flap, penggunaan auto brake dan
engine reverse) untuk meningkatkan
keselamatan dan efisiensi, sesuai dengan
Standar Pengoperasian Pesawat Udara (SOP);

2) kondisi sistem dan peralatan yang
mempengaruhi kinerja performa pesawat udara,

3) penambahan safety margin pada perhitungan
jarak lepas landas dan pendaratan;

4) physiology pilot terkait dengan kondisi fatigue
and stress; dan

S5) penentuan Pilot Flying (PF).



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Dalam memastikan kondisi cuaca terkini dan operasional

air traffic services pada operasional penerbangan

sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf e,

pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) harus:

a. selalu memperbaharui informasi cuaca terkini dari
sumber informasi cuaca yang diotorisasi;

b. lebih meningkatkan situational awareness terhadap
informasi ramalan cuaca yang dibutuhkan untuk
operasional penerbangan tersebut; dan

c. untuk bandar udara yang tidak memiliki air traffic
control tower, pemegang Sertifikat Operator Pesawat
Udara (AOC)harus memastikan informasi lalu lintas
penerbangan diperoleh menggunakan prosedur
Common Traffic Advisory Frequency (CTAF).

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

S’a’ﬁﬁan dé\n‘gan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




